
 

 
 
 
 

 
 

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA 

NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH JAYA,  

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota 
Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia 
dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of 
Understanding Between The Government of Republic 
of Indonesia and the Free Aceh Movement) di Helsinki 
pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik 
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan 
komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh 
secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan 
bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad 
untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan 
Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses 
yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

b. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik 
yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan 
infrastruktur menara telekomunikasi; 

c. bahwa Retribusi adalah salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud dari 
peran serta masyarakat untuk mendukung 
kemandirian daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Ayat (1) 
huruf n, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Retribusi Pengendalian  Menara Telekomunikasi 
merupakan jenis Retribusi  kabupaten/kota; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi; 



 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, 
Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, 
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4179); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 
4725); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049 ); 
 



 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3980); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah ; 

15. Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Tata  
Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
38);  

16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 
2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5);  



 

 
17. Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun  2010 tentang  

Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya 
Nomor 38);  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA 
dan 

BUPATI ACEH JAYA 
MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI.  

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang 

merupakan bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai 
satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.   

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya  dan Dewan 
Perwakilan Rakyat  Kabupaten Aceh Jaya sesuai 
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya 
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur 
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya 
yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat 
daerah Kabupaten Aceh Jaya. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah unsur 
penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya 
yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.  

 
 
 



 

 
5. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh 

Jaya  yang dipilih melalui  suatu proses demokratis 
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil. 

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh 
Jaya. 

7. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat 
Kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya meliputi 
pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi atau yang diberikan 
kewenangan untuk melaksanakan pemungutan 
Retribusi dimaksud.  

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut 
Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau Badan. 

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, 
pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap 
informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem 
kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik 
Iainnya. 

10. Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan 
untuk kepentingan umum yang didirikan di atas 
tanah, atau bangunan yang merupakan satu 
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang 
dipergunakan untuk kepentingan umum yang 
struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang 
diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk 
tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan 
konstruksinya disesuaikan sebagai sarana 
penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 

11. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah suatu 
proses untuk memastikan bahwa aktivitas menara 
telekomunikasi sebenarnya sesuai dengan aktivitas 
yang direncanakan. 

12. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 
adalah  pembayaran  atas  pemanfaatan ruang 
untuk menara telekomunikasi yang   disediakan  
dan  atau   diberikan  oleh Pemerintah Kabupaten 
Aceh Jaya sebagai upaya pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 


